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WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : |{ /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM DAN NARASUMBER

Menimbang

Mengingat

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2024

WALI KOTA METRO,

bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Program
Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah
Kota yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Kota Metro, maka perlu dibentuk Tim Tim Pelaksana,
Sekretariat Tim dan Narasumber;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim
Pelaksana, Sekretariat Tim dan Narasumber Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa
kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2021-2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM DAN NARASUMBER
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN
2024.

Membentuk Tim Pelaksana, Sekretariat Tim dan Narasumber
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2024,
dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan ini.

Tim Pelaksana, Sekretariat Tim dan Narasumber sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Tim Pelaksana, Sekretariat Tim dan Narasumber sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan
tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 Tanusvi 2024
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1. Ketua DPRD Kota Metro;

2. Inspektur Kota Metro;

3. Kepala BPKAD Kota Metro;

4. Masing-masing yang bersangkutan.



Lampiran I
Nomor :
Tanggal :

: Keputusan Wali Kota Metro
{ /KPTS/SETDA/03/2024
% _Janu av

2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM DAN NARASUMBER
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

A. TIM PELAKSANA RENCANA AKSI

NO

JABATAN
DALAM TIM

NAMA / JABATAN

SATUAN

HONORARIUM

k.

Pengarah

a. Wali Kota Metro
b. Wakil Wali Kota Metro

Ketua

Sekretaris Daerah Kota Metro

Wakil Ketua

Asisten

Pemerintahan dan

Kesra Sekda Kota Metro

OB

Rp.300.000,-

Sekretaris

Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Metro

OB

Rp.275.000,

Anggota

1.

Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil Kota
Metro

OB

Rp.250.000,-

Kepala Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi,
Sosbud dan Agama Badan
Kesbangpol Kota Metro

OB

Rp.250.000,-

Kepala UPTD PPA Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Metro

OB

Rp.250.000, -

Risnawati, SKM (Penyuluh
Kesehatan Masyarakat
Ahli Muda Dinas
Kesehatan Kota Metro)

OB

Rp.250.000,-

Sampiriono, S.ST (Pekerja
Sosial Ahli Muda Dinas
Sosial Kota Metro)

OB

Rp.250.000,-

Kristanto  Priyadi, S.E
(Mediator Hubungan
Industri Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
Kota Metro)

OB

Rp.250.000,-

. Octa Endah Wati,

S.Pd
(Tenaga Kontrak Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Metro)

OB

Rp.250.000,

Diko  Algasi, S.E.,.M.M
(Analis Perencanaan pada
Bidang Sosial dan Budaya
dan Pemerintahan
Bapedda Kota Metro)

OB

Rp.250.000,-




' B. SEKRETARIAT TIM

NO JABATAN NAMA / JABATAN SATUAN HONORARIUM
DALAM TIM
1 Ketua Derry Purwandi, S.H,.M.H OB Rp.250.000,-

(Analis Hukum Ahli Muda
Bagian Hukum Setda Kota
Metro)

2 |Anggota 1. Wahyunto, S.H (Analis OB Rp.150.000,-
Hukum Ahli Muda
Bagian Hukum Setda

Kota Metro)
2. Bella Viranda, S.H OB Rp.150.000,-
(Perancang Perundang-
undangan Bagian
Hukum Setda  Kota
Metro)
3. Ahmad Zakki Faizin, SH OB Rp.150.000,-

(Tenaga Kontrak Bagian
Hukum Setda  Kota
Metro)

4. Yoggi Tio Ekatama, SM OB Rp.150.000,-
(Tenaga Kontrak Bagian
Hukum Setda  Kota
Metro)

5. Made Ita Fernita, SE OB Rp.150.000,
(Tenaga Kontrak Bagian
Hukum Setda Kota

Metro)
C. NARASUMBER
NO NAMA SATUAN BESARAN
1 Unsur Kanwil Hukum dan HAM Provinsi OJ Rp.500.000,-
Lampung

WALI HO['A METRO,




Lampiran II : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : |4 /KPTS/SETDA/03/2024
Tanggal : % TJanua¥t 2024

TUGAS TIM PELAKSANA, SEKRETARIAT TIM DAN NARASUMBER
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2024

[. Tim Pelaksana : melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Capaian Aksi HAM Pemerintah Kota
Metro Tahun 2024, Melakukan pengimputan seluruh laporan capaian
keberhasilan Capaian Aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kota
Metro Tahun 2024 dari setiap unit kerja pelaksana aksi secara berkala sesuai
jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam
website sistem pemantauan : https;//serambi.ksp.qgo.id; Laporan tersebut
terdiri dari :

a. Aksi 1 : Penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat
perlindungan hak ketenagakerjaan perempuan dan implementasinya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aksi2 : Peningkatan kesadaran dan kapasitas pekerja sosial
profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial dan/atau
panti rehabilitasi yang menangani perempuan yang berhadapan dengan
hukum.

c. Aksi 3 : Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak,
penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang berhadapan dengan

hukum.

d. Aksi 4 : Pemberian layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi
perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

e. Aksi 5 : Meningkatkan jangkauan layanan pemberian dokumen

kependudukan kepada anak-anak dari kelompok panti asuhan/sosial,
penghayat kepercayaan, minoritas agama, dan kelompok masyarakat
adat (KMA), Anak dengan penyakit tertentu (HIV/AIDS), Anak
berhadapan dengan Hukum (ABH), dan anak luar kawin.

f. Aksi 6 : Mendorong upaya-upaya pencapaian target kuota dan
pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas
di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara/daerah swasta.

II. Sekretariat Tim :

a. Melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi HAM dari Perangkat Daerah
Kota Metro;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM
Perangkat Daerah Kota Metro;

c. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password)
sistem pemantauan;

d. Melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota Melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro.
III. Narasumber :

a. menyiapkan dan menyampaikan materi terkait rencana aksi nasional
hak asasi manusia.

b. Melakukan diskusi kepada perangkat daerah di Kota Metro terkait
capaian seluruh Aksi Hak Asasi Manusia.

WALI HOTTA METRO,

/ AHDI




